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RUU Penyiaran

Hadirkan Regulasi Adil Dan Adaptif

ANGGOTA Komist [ DPR
Amelia Anggraini menyoroti
transformasi penyfaran dari
analog ke digital yang mem-
butuhkan infrastruktur merate,
murah, dan berkualitas. Negra
dhharapkan hadir dengan men
erikan regulasi yang adil dan
adaptf menghadapt era digital
Ameliz mengatakan, Lembaga
Pentyiaran Publik Lokl (LPPL)
kini harus diakses masyarakat
Lanpa bergantung pada jaringan
transmis teresirial. Jtu Karena
jaringan fnteme bersifat global
(lan memungkinkan media lokal
menjangkau audiens lebih huas.
“Pengadaan jeringan intemet
ini bukan kewenangan penge-
lofa LPPL, melainkan tanggung
jawab negara,” kata Amelia
saal RDPU Panja revisi UL Pe-
nyfaran dengan Persatuan Radio
TV Publik Daerah Sehuruh Indo-

nesia (Persada) dan Jaringan

Radio Komunitas Indonesta
(JRKI), Senin (22/9/:2025).

Menurutmya, LPPL tidak fagi
bisa hanya mengandalkan Saran
(erestrial. Pengembengan plat-
form digital, termasuk aplikasi 4
berbasis smartphone, jadi lang-
K penting uniuk (efap relevan
di era digital. Penyelengpara
LPPL harus dibert mandal un-
(uk lebih memusatkan kinerja
siaran dan anggaran pada pe-
ngembangan teknologi digital

“Regulast juga harus memes-
(ikan adanya far playing feld
agar persaingan media kon-
vensional dan digital berlang-
sung sehal,” Kata ketua Bidang
Perempuan dan Angk DPP Partai
NasDemitu.

Selain itu, Amelia menyoroti
Keterbatasan pendanaan media
lokal. Makanya, Panjz ingin
mendepatkin masukan PRTPDS]
(i JRK soal bigaimana keb-

Jaken belanja lanini bisa lebih
adi] RUU Penyiaran perlumen-
hertkan afirmast yang jelas ler-
Kait dukungan negard erhadap
pendanaan serla infrastrukiur
{eknologi penyaran lokal

*Jodi untuk budaya, bisnis,
(an juga iklim femoleas i,
rancangan UU inf diharapkin
bisa menghadickan regulasi
yang adil, adaptl, dan visianer,
ucapiy

Pimpinan Panja Penyiaran
Kamisi | DPR Dave Laksono
menambahkan, revist UU Pe-
nyiaran sudah digjukan sejak
2012 Kini revisimeadi rusial
Karena menyangkut redefinist
penyiaran di era digital dan bi-
Lesan fungsd media yang semakin
Kabur,

“Era digital membuat batasan
penylaran semakin kabur karena
anyak fungsi media sudah br-
pindah ke platform daring, etapt

L pengawasan, ucepnya.

Kata dia, UU Penyiaran yang
it harus memberd ruang seka-
ligus pengendalian agar (elap
relevan dengan perkembangan
zamian, “Sehingga LPPL dan
radio komunitag mendorong
agarrevist UL Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran segera
disahken,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan
Pengarah Persada Eddy Santoso
menyebul, mayorilas LPPL kini
stdah beroperasi dengan model
staran ultiplatform, Mulai dari
radio, televist, hingga layanan
slredming, namun biaya ope-
rasional ingei dan ketiadaan
aturan masth menjadi kendala
.

“Bayangkan, tujuh televisi
lokal anggota Persada harus
membiayar rata-tata Rp 30 jula
per tahun untuk scwa layanan
muliplesing, " kata Eddy.

Dia bilang, banyak LPPL
radio masih ragu bermigrast
Ke diotal karena belum ada ke-
pastian regulast. Scharusnya,
Keheradaan LPPL bukan sckadar

soal hiburan, tetapt juga wadzh

menjaga identilas masyarakat
dacrah. “LPPL harus dipan-
(ang sebaga ruang publik yang
mennperkuat niai-nilaf lokal di
(engah arus globalisasi,” ucap-
Iy,

Ketua JRKT Adi Rumansyah
menambahkan, keterbatagan
infrastruktur an biaya interned
linggd menyulilkan radio komu-
nias beradaptast dengan digt-
(al. Pasalnya, radio komunitas
lidak boleh menayangkan iklan
Komersial, sehingge pendanzan

sangat erbatas. “Beli kuota Rp

100 ribu bisa habis dalam se-
hari, sementararadio komunitas
lidzk bolch menayangkan iklan
Komersial," ucapnya. u pyg
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